Izin Sudah Dibuka, Tambang Pasir Laut di Kalimantan Selatan Belum
Dilirik Investor

Sumber gambar:
https://banjarmasin.apahabar.com/post/izin-sudah-dibuka-tambang-pasir-laut-di-kalsel-belum-dilirik-

investor-lijopque

Presiden Joko Widodo alias Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut melalui
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi
di Laut. Beleid tersebut telah diundangkan pada 15 Mei 2023.

Padahal, pemerintah sebelumnya telah menghentikan ekspor pasir laut lewat Surat
Keputusan (SK) Menperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian
Sementara Ekspor Pasir Laut. Alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan
lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di Tanah Air.

Meski perizinan sudah dibuka kembali, belum satu pun investor yang diketahui
mencoba penambangan pasir laut di Kalimantan Selatan.

Perizinan tentang penambangan pasir laut ditandai Peraturan Pemerintah (PP)
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di
Laut.

Ditetapkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo tertanggal 15 Mei 2023,
sedimen dimaksud dalam peraturan tersebut berupa pasir atau lumpur yang dapat
dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.

Meski demikian, belum terlihat investor yang bersiap akan melakukan kegiatan
tersebut di Kalsel, terutama di kawasan Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan
Kotabaru.

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris 1



"Kami belum mengetahui investor yang akan menjajaki penambang pasir laut di
Kalsel," papar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kalsel, Endri, Selasa (6/6).

"Sementara di sisi lain, belum dilakukan pembahasan pertambangan pasir laut,
termasuk kajian potensi dan dampak terhadap lingkungan,” tegasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel,
Kisworo Dwi Cahyono, menegaskan PP Nomor 26 Tahun 2023 wajib ditolak oleh
masyarakat.

"PP tersebut akan melegalkan tambang pasir laut di semua tempat. Artinya
kebijakan ini bertentangan dengan fitrah Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya
keanekaragaman hayati," seru Kisworo.

"Sebaliknya dampak penambangan pasir lain akan memperparah krisis ekologi di
wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Kemudian nelayan akan semakin terdesak,
karena ruang hidup mereka dihancurkan," imbuhnya.

Didasari kajian tersebut, Walhi 28 provinsi telah menyerukan kepada seluruh
masyarakat untuk mendesak Presiden agar segera mencabut PP No 26 Tahun 2023.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga didesak melakukan moratorium permanen
tambang pasir laut dan reklamasi pantai di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber berita:

1. https://banjarmasin.apahabar.com/post/izin-sudah-dibuka-tambang-pasir-laut-di-
kalsel-belum-dilirik-investor-lijopque, 6 Juni 2023.

2. https://nasional.tempo.co/read/1731789/izin-kembali-dibuka-setelah-20-tahun-ini-
kilas-balik-pelarangan-ekspor-pasir-laut-di-indonesia, 31 Mei 2023.

Catatan:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap
pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.! IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha

1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
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pertambangan.? Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,
eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang
diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi. 3

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan ITUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.® Jaminan
Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau
Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
Reklamasi.®

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.’

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK
Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan ITUPK Eksplorasi
wajib:®
a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan
Hidup;

2 |bid, Pasal 1 ayat (7)

3 lbid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

% bid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

5 lbid, Pasal 100 Ayat 1

6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1
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b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;

c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;

e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan
permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan

f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan
peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:®

menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

o ®

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

o

melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

o

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan
data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan
pihak lain.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4
(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. kompensasi data informasi Wilayah lzin Usaha Pertambangan eksplorasi atau
Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan

batubara;

% Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)
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b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah 1zin
Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta
lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga
atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan
permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;
jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal
pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak
melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah lIzin Usaha Pertambangan atau
Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal
peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran
harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak
mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam,
mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha
Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan
kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan

logam, batuan dan batubara.
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